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Penelitian ini membahas dua putusan perkara hak asuh anak yang belum
mumayyiz. Dalam putusannya, terdapat keputusan yang menguatkan dan
membatalkan putusan tingkat pertama terkait hak asuh anak kepada Ayah.
Meskipun Hukum Islam dan Hukum positif menegaskan bahwa hak asuh anak
yang belum mumayyiz seharusnya diberikan kepada Ibu, pemeriksaan di tingkat
banding menghasilkan keputusan yang berbeda untuk dua perkara tersebut.
Meskipun dasar hukum dan perundang-undangan yang digunakan sama, yaitu
Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun
terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pertimbangan hukum yang berbeda di balik kedua putusan tersebut
dan bagaimana Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim
dalam 2 perkara tersebut serta kesesuaian dengan Hukum Islam dan Hukum
Positif.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan
analitis dan komparatif. Adapun objek penelitiannya adalah alasan hukum (ratio
decidendi atau reasoning). Fokus penelitian ini adalah pada pertimbangan hukum
hakim dalam perkara yang dianalisis dan diuji dengan teori-teori hukum dan asas-
asas hukum terhadap putusan perkara nomor 0021/Pdt.G/2018/Pta.Bdg dan
Nomor 44/Pdt.G/2022/Pta.Bjm. .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan
Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memiliki
landasan pada konstruksi pertimbangan hukum yang serupa. yaitu kepentingan
anak. Pada perkara Nomor 0021/Pdt.G/2018/Pta.Bdg, metode interpretasi
sistematis digunakan untuk menganalisis duduk perkara, menemukan alasan
hukum yang menggugurkan hak asuh Ibu terhadap anak. Hal ini bertentangan
dengan KHI pasal 105 dan 156 yang memberikan hak asuh kepada Ibu jika anak
belum mumayyiz, dengan hakim menyimpulkan bahwa Ibu dianggap tidak
mampu mengurus anak dengan baik. Sementara pada perkara Nomor
44/Pdt.G/2022/Pta.Bjm, metode interpretasi sistematis juga digunakan. Meskipun
hak asuh awalnya diberikan kepada Ayah karena Ibu dianggap tidak layak
mengurus anak dengan baik, namun Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa
alasan hukum sebelumnya tidak memiliki cukup bukti dan tidak dapat mencabut
hak asuh dari Ibu



